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	Abstract : Polygamy in Indonesian law is principally allowed only under strict conditions, namely court authorization and the first wife’s consent, yet in practice it is often conducted without fulfilling these requirements through unregistered marriages or procedural manipulation, which increases the vulnerability of first wives. This topic is crucial because it reveals a gap between the normative protection provided by positive law and social reality shaped by patriarchy, low legal awareness, and weak state supervision. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, implementing regulations, court decisions, and relevant scholarly works, analyzed using a descriptive qualitative method. The findings show that Indonesian law actually incorporates both preventive and repressive protection mechanisms for first wives, but their effectiveness is undermined by inconsistent implementation and weak enforcement of sanctions, particularly against polygamy without court permission. A comparison with Malaysia, Morocco, Egypt, and several European states highlights the importance of strong judicial control and more rigorous verification of the wife’s consent. These results underscore the need to reconstruct policies and religious court practices in a more gender responsive direction.
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	Abstrak : Poligami dalam hukum Indonesia secara prinsip hanya dibenarkan dengan syarat ketat berupa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, namun dalam praktik masih sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, baik melalui poligami siri maupun manipulasi prosedural, sehingga menimbulkan kerentanan bagi istri pertama. Penelitian ini penting karena menunjukkan kesenjangan antara perlindungan normatif yang disediakan hukum positif dengan realitas praktik yang diwarnai budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum utama berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah mengandung instrumen perlindungan preventif dan represif bagi istri pertama, tetapi efektivitasnya terhambat oleh implementasi yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan sanksi, khususnya terhadap poligami tanpa izin pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, Mesir, dan negara Eropa memperlihatkan pentingnya kontrol yudisial yang tegas dan verifikasi persetujuan istri yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan dan praktik peradilan agama yang lebih responsif gender.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Poligami; Izin Pengadilan


PENDAHULUAN 
Poligami dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi hukum yang secara normatif diakui, namun ditempatkan sebagai pengecualian dari asas monogami yang menjadi prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Yusdika, 2024). Asas monogami ditegaskan sebagai bentuk ideal dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan, tetapi undang-undang tetap membuka ruang terbatas bagi praktik poligami dengan syarat-syarat yang ketat (Arif, 2021). Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya melalui pengaturan mengenai kewajiban memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri pertama. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan poligami sebagai realitas sosial, tetapi juga berupaya mengendalikannya melalui mekanisme hukum yang bersifat preventif dan protektif (Andriyanto & Hidayah, 2025).
Secara konseptual, pembatasan poligami dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama istri pertama, dari potensi ketidakadilan yang dapat timbul dalam praktik poligami. Persyaratan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa poligami hanya dilakukan dalam kondisi yang benar-benar mendesak, dengan alasan yang sah, serta didukung oleh kemampuan ekonomi dan komitmen suami untuk berlaku adil (Afifah dkk., 2025). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang mengarahkan praktik poligami agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan keluarga.
Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai lembaga kontrol yudisial yang bertugas menilai secara objektif permohonan poligami. Pengadilan tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga menggali aspek substantif, seperti kejujuran alasan yang diajukan, kesiapan finansial suami, serta potensi dampak terhadap istri dan anak-anak. Lebih dari itu, persetujuan istri pertama harus dipastikan diberikan secara sadar, bebas dari tekanan, dan didasarkan pada informasi yang memadai. Hal ini penting untuk menjamin bahwa istri pertama diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dalam menentukan keberlanjutan relasi perkawinannya.
Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Praktik poligami tanpa izin pengadilan masih sering terjadi, baik melalui perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi, maupun melalui manipulasi prosedur hukum di Pengadilan Agama. Dalam sejumlah kasus, ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan istri, pemberian keterangan palsu mengenai kondisi rumah tangga, serta rekayasa alasan untuk memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik di lapangan yang cenderung pragmatis dan manipulatif.
Kesenjangan tersebut berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri pertama. Dalam praktik poligami tanpa izin, istri pertama seringkali tidak memiliki posisi tawar yang memadai, baik secara hukum maupun sosial. Mereka kerap dihadapkan pada situasi yang merugikan, seperti berkurangnya nafkah, ketidakpastian status hukum, hingga konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Dalam konteks tertentu, istri pertama bahkan mengalami penelantaran, baik secara ekonomi maupun emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen perlindungan hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan jaminan keadilan (Daharis dkk., 2025).
Fenomena tersebut juga dapat diamati dalam konteks lokal di Kota Gorontalo. Data dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo menunjukkan adanya tren peningkatan kasus poligami tanpa izin dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3 kasus, meningkat menjadi 4 kasus pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 6 kasus pada tahun 2025. Meskipun secara kuantitatif jumlah tersebut relatif kecil, namun peningkatan yang konsisten mengindikasikan adanya kecenderungan yang perlu diwaspadai. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi perilaku masyarakat (Daud dkk., 2024). Budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam relasi keluarga, sehingga keputusan untuk berpoligami seringkali diambil tanpa mempertimbangkan secara proporsional kepentingan istri pertama. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak pihak tidak memahami prosedur dan konsekuensi hukum dari praktik poligami tanpa izin. Lemahnya pengawasan dari negara serta terbatasnya akses terhadap layanan hukum juga turut memperparah kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, ketergantungan ekonomi istri terhadap suami menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk menolak atau menggugat praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Lebih lanjut, praktik poligami siri yang tidak dicatatkan secara resmi menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks. Ketidakadaan pencatatan perkawinan menyebabkan negara kehilangan instrumen administratif untuk melakukan pengawasan dan perlindungan. Akibatnya, istri pertama maupun istri kedua berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam hal pembuktian status hukum, hak atas nafkah, dan perlindungan terhadap anak. Dalam situasi seperti ini, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan justru menjadi tidak efektif karena tidak dapat menjangkau praktik-praktik yang berlangsung di luar sistem formal.
Dalam perspektif perbandingan hukum, beberapa negara telah mengembangkan mekanisme yang lebih ketat dalam mengatur poligami, seperti Malaysia, Maroko, dan Mesir, yang menekankan pentingnya kontrol yudisial yang kuat serta verifikasi persetujuan istri secara lebih komprehensif. Bahkan di beberapa negara Eropa, praktik poligami tidak diakui secara hukum dan dikenai sanksi tegas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan keberanian negara dalam menempatkan perlindungan perempuan sebagai prioritas utama dalam kebijakan hukum keluarga.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan poligami tanpa izin pengadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut dimensi implementasi, budaya hukum, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana efektivitas instrumen perlindungan hukum bagi istri pertama, serta untuk merumuskan langkah-langkah pembaruan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender. Pendekatan normatif yang dipadukan dengan analisis perbandingan hukum menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks pembaruan hukum keluarga di Indonesia.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) (Ali, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum pidana lain yang berkaitan dengan poligami tanpa izin pengadilan.
Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keadilan gender, dan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam maupun dalam kerangka hak asasi manusia. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana prinsip perlindungan, keadilan, dan kesetaraan gender seharusnya diartikulasikan dalam pengaturan poligami dan mekanisme perlindungan bagi istri pertama. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa poligami di Indonesia dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Maroko, Mesir, Tunisia, dan beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi model kontrol yudisial, pola penegakan hukum, serta bentuk perlindungan terhadap istri dan anak dalam konteks poligami atau larangan poligami.
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga terkait; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum, mengkonstruksi argumentasi berdasarkan doktrin dan putusan, serta menghubungkannya dengan realitas praktik peradilan dan sosial di lapangan (Irwansyah, 2020).
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat yang sama tetap membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan syarat yang sangat ketat (Kasim, 2020). Pembukaan ruang poligami tersebut bukanlah pemberian kebebasan tanpa batas, melainkan pengecualian yang dikendalikan oleh hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Karena itu, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mewajibkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri pertama, serta pembuktian alasan-alasan tertentu yang secara limitatif dibenarkan oleh undang-undang, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengaturan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa izin pengadilan dan persetujuan istri merupakan syarat pokok dalam praktik poligami (Hakim & Aibak, 2021). 
Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menghadirkan perlindungan hukum bagi istri pertama melalui mekanisme preventif. Artinya, sebelum poligami dilakukan, hukum sudah menempatkan filter agar tindakan suami tidak dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang. Persetujuan istri pertama dalam forum pengadilan harus dipahami bukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak dan martabat istri sebagai subjek hukum yang memiliki posisi setara dalam perkawinan. Dalam proses ini, istri pertama seharusnya memperoleh informasi yang utuh, kesempatan untuk menyatakan pendapat, serta ruang untuk menolak apabila poligami dipandang merugikan dirinya dan anak-anak. Dengan demikian, izin poligami berfungsi sebagai sarana kontrol substantif, bukan sekadar pengesahan formal terhadap keinginan suami (Hayah & Anwar, 2026).
Peran Pengadilan Agama dalam konteks ini menjadi sangat penting karena lembaga peradilan tidak hanya bertugas memeriksa kelengkapan berkas, tetapi juga menilai kebenaran materiil dari alasan poligami yang diajukan. Hakim berkewajiban menguji apakah alasan yang disampaikan suami benar-benar memenuhi ketentuan undang-undang, apakah kemampuan ekonomi suami mencukupi, serta apakah ada jaminan keadilan bagi seluruh pihak dalam keluarga (Andriyanto & Hidayah, 2025). Dalam perspektif perlindungan hukum, penilaian tersebut sangat menentukan karena poligami yang diizinkan tanpa pengujian yang memadai berpotensi berubah menjadi instrumen yang merugikan perempuan, khususnya istri pertama. Oleh sebab itu, mekanisme perizinan di pengadilan harus dipahami sebagai bentuk pengawasan negara terhadap praktik perkawinan yang memiliki risiko sosial dan hukum yang tinggi.
Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah poligami siri, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan dalam sistem administrasi negara. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan agar memperoleh pengakuan hukum. Karena tidak tercatat, negara kehilangan instrumen pengawasan, dan akibatnya perlindungan terhadap istri pertama menjadi sangat lemah (Iwan, 2023). Dalam kondisi seperti ini, istri pertama maupun istri kedua sering menghadapi kesulitan untuk menuntut hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, dan status hukum anak. Ketidakhadiran pencatatan juga membuat pembuktian di hadapan hukum menjadi rumit, terutama jika suami menyangkal keberadaan perkawinan kedua.
Selain poligami siri, terdapat pula praktik poligami yang dilakukan dengan cara memanipulasi prosedur perizinan di Pengadilan Agama. Manipulasi tersebut dapat berupa pemalsuan surat persetujuan istri, pemberian keterangan palsu mengenai kondisi rumah tangga, atau rekayasa alasan poligami agar tampak memenuhi syarat formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan tidak hanya terdapat pada norma hukum, tetapi juga pada mekanisme verifikasi dan pengawasan. Jika aparat peradilan tidak cermat memeriksa keabsahan persetujuan istri dan kebenaran alasan permohonan, maka fungsi perlindungan hukum berubah menjadi sekadar legitimasi administratif atas tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan istri pertama. Di titik ini, sensitivitas gender aparat peradilan juga menjadi penting karena ketimpangan kuasa dalam rumah tangga sering membuat istri tidak bebas menyatakan keberatan secara jujur.
Dari perspektif perlindungan hukum, poligami tanpa izin pengadilan menimbulkan dampak yang luas bagi istri pertama. Dampak itu tidak hanya berupa hilangnya kepastian atas hak nafkah, tetapi juga menurunnya kesejahteraan ekonomi, ketidakjelasan kedudukan dalam struktur keluarga, serta tekanan psikologis dan sosial yang berat (Nuur’ainii dkk., 2026). Dalam banyak kasus, istri pertama mengalami kebingungan hukum karena perkawinan kedua tidak tercatat, sementara suami berupaya menyembunyikan fakta poligami. Ketika istri hendak menempuh upaya hukum, ia kerap menghadapi hambatan pembuktian yang serius. Gugatan perceraian, permohonan pembatalan perkawinan kedua, ataupun tuntutan nafkah menjadi tidak mudah dilakukan jika data perkawinan tidak jelas atau suami menyangkal adanya hubungan perkawinan yang sah secara hukum negara.
Secara yuridis, poligami tanpa izin pengadilan juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan KHI yang mengatur syarat sahnya perkawinan. Selain itu, praktik tersebut berpotensi dijerat dengan Pasal 279 KUHP yang mengatur kejahatan terhadap perkawinan, terutama jika seseorang melakukan perkawinan baru padahal masih terikat perkawinan yang sah dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi istri sah (Mansari dkk., 2023). Dalam perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertegas arah kebijakan sanksi terhadap tindakan yang melanggar ketentuan perkawinan, termasuk praktik poligami yang dilakukan di luar prosedur hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menyediakan perlindungan preventif, tetapi juga perlindungan represif untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi (Muthalib, 2022).
Meski begitu, keberadaan norma yang relatif lengkap belum tentu menjamin perlindungan berjalan efektif. Hambatan terbesar justru muncul pada tataran implementasi. Budaya patriarki masih kuat membentuk relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, sehingga istri sering kali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang ketika suami berniat berpoligami. Ketergantungan ekonomi kepada suami juga membuat banyak istri tidak berani menolak atau menempuh jalur hukum karena takut kehilangan sumber nafkah. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk syarat sah poligami dan akibat hukum jika syarat tersebut dilanggar.
Hambatan lain terletak pada aspek kelembagaan. Pengawasan administratif di KUA dan Pengadilan Agama belum selalu berjalan optimal, sehingga verifikasi atas persetujuan istri dan alasan poligami masih bisa dimanipulasi. Dalam beberapa situasi, aparat peradilan belum sepenuhnya memiliki sensitivitas gender yang memadai untuk membaca ketimpangan relasi kuasa yang terjadi di balik permohonan poligami. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya bersifat substantif justru sering berhenti pada aspek formal. Padahal, tujuan utama dari pembatasan poligami adalah memastikan bahwa hak istri pertama tetap terlindungi, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai poligami sebenarnya telah menyediakan perangkat perlindungan yang cukup jelas bagi istri pertama. Akan tetapi, efektivitas perlindungan itu sangat bergantung pada keseriusan negara dalam mengawasi praktik poligami, konsistensi hakim dalam menilai permohonan, dan keberanian untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran prosedur. Oleh karena itu, penguatan mekanisme verifikasi persetujuan istri, peningkatan sensitivitas gender aparat peradilan agama, serta penegakan sanksi terhadap poligami tanpa izin menjadi langkah yang sangat penting. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada teks peraturan, tetapi benar-benar hadir dalam praktik untuk menjaga hak dan martabat istri pertama.
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Poligami Tanpa Izin Pengadilan di Indonesia dan Negara Lain
Perbandingan penyelesaian sengketa poligami tanpa izin pengadilan di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa setiap sistem hukum memiliki cara yang berbeda dalam menempatkan poligami, baik sebagai praktik yang dibatasi secara ketat, diawasi secara yudisial, maupun dilarang secara absolut (Marlina dkk., 2024). Di Indonesia, penyelesaian sengketa poligami tanpa izin pengadilan pada umumnya ditempuh melalui jalur Pengadilan Agama. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa gugatan perceraian, tuntutan nafkah, permohonan pembatalan perkawinan, penetapan status anak, maupun pembagian harta bersama. Dalam perkara-perkara tersebut, fakta adanya poligami tanpa izin biasanya menjadi dasar penting bagi hakim untuk menilai adanya pelanggaran kewajiban suami, ketidakadilan terhadap istri, dan ketidaktertiban dalam kehidupan perkawinan. Namun demikian, meskipun secara normatif tersedia berbagai instrumen hukum, penegakan sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin masih belum menjadi praktik yang dominan.
Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Agama berperan sebagai forum utama untuk menguji keabsahan perkawinan dan menilai dampak poligami terhadap hak-hak istri pertama. Ketika suami melakukan poligami tanpa izin, istri dapat menggunakan fakta tersebut sebagai dasar untuk menggugat cerai atau meminta pembatalan perkawinan kedua jika perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum (Nugraha & Akbar, 2025). Selain itu, fakta poligami tanpa izin juga dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara nafkah dan harta bersama karena menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum suami. Akan tetapi, efektivitas perlindungan ini masih bergantung pada keberanian istri untuk menempuh proses hukum, kemampuan pembuktian, dan konsistensi hakim dalam menilai perkara. Dalam praktiknya, poligami siri sering kali menyulitkan pembuktian karena tidak tercatat secara resmi, sehingga posisi istri menjadi lebih lemah (Nadia, 2025).
Malaysia memperlihatkan pendekatan yang lebih ketat melalui Mahkamah Syariah. Seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan kepada mahkamah dan membuktikan bahwa ia memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum keluarga Islam, termasuk kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, serta persetujuan istri. Jika poligami dilakukan tanpa izin mahkamah, pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda atau pidana (Zami & Bahtiar, 2025). Sistem ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dibangun bukan hanya melalui pengakuan hak istri untuk menolak, tetapi juga melalui ancaman sanksi yang nyata terhadap pelanggaran prosedur. Dengan model seperti ini, pengawasan yudisial tidak berhenti pada tahap pemeriksaan formal, melainkan benar-benar menjadi instrumen pengendali perilaku hukum suami.
Pengalaman Malaysia penting karena menunjukkan bahwa kekuatan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan sanksi. Ketika sanksi denda atau pidana benar-benar diberlakukan, maka suami memiliki insentif hukum untuk tidak mengabaikan prosedur (Kasim dkk., 2023). Dalam konteks perlindungan istri pertama, model ini lebih efektif karena negara memosisikan pelanggaran prosedural sebagai tindakan yang berdampak serius, bukan sekadar kekeliruan administratif. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang secara normatif sudah memuat syarat izin pengadilan, tetapi dalam praktik penegakan sanksinya belum sepenuhnya optimal.
Maroko juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan melalui reformasi hukum keluarga yang dikenal dengan Mudawwanah al-Usrah. Dalam sistem ini, pengadilan ditempatkan sebagai institusi sentral yang mengontrol praktik poligami secara ketat. Hakim memiliki kewenangan luas untuk menolak permohonan poligami apabila dinilai menimbulkan ketidakadilan atau berpotensi merugikan istri. Selain itu, istri diberikan hak yang lebih kuat untuk mengajukan perceraian dengan kompensasi apabila merasa dirugikan oleh tindakan poligami suami. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat mencegah sejak awal, tetapi juga menyediakan jalan pemulihan yang efektif ketika poligami tetap dilakukan dan menimbulkan kerugian (Sa’adah dkk., 2025).
Model Maroko penting karena menempatkan keadilan substantif sebagai tolok ukur utama dalam menilai poligami. Artinya, sekalipun alasan formal telah diajukan, hakim tetap dapat menolak jika menilai bahwa poligami bertentangan dengan prinsip keadilan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan terhadap perempuan karena menempatkan istri sebagai pihak yang harus dijaga hak-haknya, bukan sekadar pihak yang perlu dimintai persetujuan secara administratif. Dengan begitu, perlindungan terhadap istri pertama menjadi lebih menyeluruh karena tidak hanya bergantung pada kesediaan suami untuk patuh, tetapi juga pada kewenangan aktif hakim untuk mencegah terjadinya ketidakadilan.
Berbeda dengan Indonesia, Malaysia, dan Maroko yang menekankan kontrol yudisial sebelum poligami dilakukan, Mesir cenderung menerapkan pendekatan ex post facto. Dalam pendekatan ini, poligami masih memungkinkan dilakukan tanpa izin pengadilan yang ketat sebelumnya, tetapi istri dapat menggugat cerai apabila poligami suami menimbulkan kerugian atau ketidakadilan baginya. Dengan demikian, perlindungan hukum lebih banyak bertumpu pada reaksi setelah peristiwa terjadi, bukan pencegahan sejak awal. Model seperti ini memberikan ruang yang lebih besar kepada suami, tetapi sekaligus menuntut istri untuk aktif memperjuangkan haknya melalui mekanisme pengadilan ketika kerugian telah muncul (Sa’adah dkk., 2025).
Perbedaan pendekatan Mesir menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang berbasis ex post facto memiliki kelemahan tersendiri. Istri pertama sering kali sudah terlanjur mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis sebelum dapat memperoleh pemulihan melalui pengadilan. Karena itu, meskipun mekanisme gugatan tetap penting, model ini kurang memberikan perlindungan preventif yang kuat. Bagi istri pertama, posisi seperti ini jauh lebih rentan dibandingkan sistem yang mewajibkan izin pengadilan sejak awal, karena kerugian baru dapat dipersoalkan setelah dampaknya nyata terjadi.
Sementara itu, Tunisia dan sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda mengambil posisi yang lebih tegas dengan melarang poligami secara absolut. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa poligami bertentangan dengan prinsip monogami modern, kesetaraan gender, dan perlindungan keluarga dalam sistem hukum kontemporer. Dalam model ini, poligami tidak dipandang sebagai isu perizinan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hukum publik. Akibatnya, fokus perlindungan hukum bergeser dari pengaturan teknis poligami ke pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme lain, seperti jaminan sosial, hukum waris, dan perlindungan anak (Sa’adah dkk., 2025).
Larangan absolut seperti di Tunisia dan sejumlah negara Eropa memperlihatkan pilihan kebijakan hukum yang lebih radikal dibandingkan Indonesia. Negara-negara tersebut menilai bahwa risiko ketidakadilan akibat poligami terlalu besar untuk dibiarkan melalui mekanisme izin terbatas. Karena itu, perlindungan terhadap perempuan diwujudkan dengan menutup ruang poligami sepenuhnya. Meski pendekatan ini berbeda dengan konteks sosial-keagamaan Indonesia, model tersebut tetap relevan sebagai bahan perbandingan karena memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang lebih kuat dapat dibangun melalui keberanian negara dalam menetapkan batas-batas yang jelas terhadap praktik perkawinan.
Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap istri pertama sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu ketegasan regulasi, kekuatan kontrol yudisial, dan konsistensi penegakan sanksi. Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka normatif yang cukup memadai karena mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri. Namun, kelemahan terletak pada pengawasan, pembuktian, dan penegakan sanksi, khususnya terhadap poligami siri dan pelanggaran prosedural. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Maroko, Indonesia masih perlu memperkuat fungsi pengadilan sebagai institusi protektif yang tidak hanya memeriksa formalitas, tetapi juga memastikan perlindungan substantif bagi istri pertama.
Dengan demikian, pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa penguatan perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui norma tertulis, tetapi harus disertai mekanisme pengawasan yang efektif dan sanksi yang konsisten. Pengadilan Agama di Indonesia perlu diperkuat sebagai lembaga yang benar-benar mampu memverifikasi persetujuan istri, menilai alasan poligami secara substantif, dan menolak permohonan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan. Pada saat yang sama, perlu ada keseriusan dalam menindak poligami tanpa izin, termasuk yang dilakukan secara siri, agar perlindungan hukum bagi istri pertama tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar memberi efek perlindungan yang nyata.
KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pelaksana, pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan preventif dan represif bagi istri pertama dalam praktik poligami. Izin pengadilan, persetujuan istri pertama, pembuktian kemampuan ekonomi suami, dan kewajiban menjamin keadilan merupakan instrumen kunci yang dirancang untuk membatasi poligami dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, maraknya poligami tanpa izin pengadilan, poligami siri, serta manipulasi prosedural menunjukkan bahwa perlindungan normatif tersebut belum efektif karena terkendala budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan sanksi. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, Mesir, dan negara-negara Eropa memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh ketegasan kontrol yudisial, kualitas verifikasi persetujuan istri, dan konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran prosedur poligami. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan peran Pengadilan Agama sebagai institusi protektif yang responsif gender, khususnya dalam konteks praktik poligami tanpa izin di daerah seperti Kota Gorontalo. Saran dari penulis yang pertama, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi persetujuan istri pertama dalam perkara izin poligami melalui pemeriksaan langsung di persidangan dan pembatasan penggunaan bukti tertulis yang rawan dipalsukan. Kedua, Mahkamah Agung dan otoritas terkait perlu meningkatkan kapasitas serta sensitivitas gender hakim dan aparatur Pengadilan Agama agar lebih peka terhadap kerentanan istri pertama dan dampak poligami tanpa izin pengadilan. Ketiga, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan sanksi perdata dan pidana terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin pengadilan dan poligami siri, sehingga menimbulkan efek jera dan memperkuat kepastian hukum. Keempat, diperlukan program peningkatan literasi hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar istri pertama memiliki posisi tawar lebih baik dalam menghadapi rencana atau praktik poligami. Kelima, penelitian lanjutan dengan pendekatan socio‑legal di Pengadilan Agama, termasuk di Kota Gorontalo, penting dilakukan untuk memetakan pola putusan, praktik lapangan, dan hambatan struktural dalam perlindungan hukum bagi istri pertama
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